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Abstract: Disaster coping management is important to be well managed by the government
and all stakeholders because Indonesia is a disaster-prone area. Disaster risk reduction (DRR)
is needed because of the number of disasters occurring recently have serious impacts on
the economy, social and environment. This study aims to look at the effect of education
institution and regional disaster management institutions (BPBD) on household participation
of disaster training as an effort of DRR. Literature also revealed that regional and households
characteristics have an important role in implementing DRR.The design of this study
uses quantitative logit regression analysis using secondary data from 297,276 household
respondents from the 2017 National Socio-Economic Survey (SUSENAS). The results
showed the disaster institutions at the district level, secondary education and universities has
a significant impact and was able to provide an increase in probability of household disaster
training participation.
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Abstrak: Manajemen penanggulangan bencana merupakan hal yang penting dikelola
dengan baik oleh pemerintah dan semua elemen masyarakat karena Indonesia memiliki
wilayah rawan bencana. Pengurangan risiko bencana (PRB) diperlukan mengingat banyaknya
kejadian bencana dewasa ini berdampak cukup serius pada perekonomian, sosial maupun
lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh lembaga pendidikan serta
keberadaan lembaga penanggulangan bencana daerah terhadap partisipasi pelatihan atau
simulasi bencana rumah tangga sebagai upaya PRB. Literatur juga mengungkapkan bahwa
karakteristik daerah memiliki peran penting dalam implementasi PRB secara optimum.
Desain penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif regresi logit dengan memanfaatkan
data sekunder 297,276 responden rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional
(SUSENAS) tahun 2017. Hasil menunjukan keberadaan lembaga penanggulangan bencana
kab/kota dan lembaga pendidikan di daerah berupa pendidikan menengah, perguruan tinggi
memiliki pengaruh signifikan dan dapat memberikan peningkatan terhadap kemungkinan
partisipasi pelatihan kebencanaan rumah tangga.

Kata Kunci: bencana, pendidikan, BPBD, pelatihan bencana, logit

Indonesia merupakan negara yang memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap bencana alam
dikarenakan kondisi geografisnya yang menjadi titik pertemuan lempeng-lempeng tektonik. Sejarah
menunjukan bahwa Indonesia pernah mengalami sejumlah bencana dengan skala yang cukup besar.
Dalam periode 1984-2013 Indonesia pernah mengalami 325 kejadian bencana alam yang menelan
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190.794 korban jiwa, sedangkan 20 juta penduduk terpapar bencana serta kerugian ekonomi sebesar
USS$ 26 Milyar (Priester, 2016). Gambar 1 menyajikan tren kerusakan fasilitas akibat bencana, dimana
selama tahun 2016, 2.348 bencana menyebabkan korban jiwa 521 orang meninggal dunia, 2.678 luka-
luka dan 3,16 juta orang mengungsi. Selain itu kerusakan terjadi pada 48.363 rumah dan 2.323 fasilitas
umum (BNPB). Kuantitas kerusakan fisik terbanyak terjadi pada kerusakan fasilitas pendidikan. Lebih
lanjut, Amri (2017) menjelaskan dalam 15 tahun terakhir sebanyak 46.648 sekolah terdampak bencana
skala menengah dan besar.
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Gambar 1. Tren Kerusakan Fasilitas akibat Bencana di Indonesia Tahun 2011-2017
Sumber: BNPB, diolah

Strategi pengurangan risiko bencana (PRB) diperlukan agar dampak berupa korban jiwa maupun
risiko dampak ekonomi, sosial dan lingkungan suatu daerah terdampak bencana dapat dikurangi
(Narayan, 2003 dan Cashin & Sosa, 2013). Kerangka PRB merupakan proses substansial penting
yang dapat mewujudkan resiliensi daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana (Magnus & Per,
2012). Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana ini perlu dilakukan secara keseluruhan baik
pada pada fase pra, saat terjadi dan pasca bencana dan memerlukan peran dari otorisasi pemerintah
terutama pemerintah daerah (Wu, Takara, & Yamashiki, 2012 dan Timothy, Dominelli, & Jocelyn,
2017). Pengurangan risiko pra bencana menjadi perhatian khusus untuk mendukung pemulihan pada
beberapa aspek ekonomi, layanan sosial maupun psikologis masyarakat terdampak bencana setelah
terjadinya bencana (Erdik & Goyet, 1991). Sementara itu upaya pengurangan risiko pasca bencana
melalui ketahanan ekonomi dan sosial yang diperlihatkan dengan kekuatan kelembagaan diperlukan
untuk mempersingkat periode pemulihan (Hosoya, 2016).

Penelitian ini akan membahas bagaimana pengaruh lembaga pendidikan dan keberadaan lembaga
penanggulangan bencana daerah dalam memberikan kemungkinan partisipasi rumah tangga melakukan
pelatihan atau simulasi bencana sebagai kerangka PRB dengan peningkatan resiliensi bencana masyarakat.
Carter, (1983) mengungkapkan tujuan pelaksanaan pelatihan di masyarakat yaitu untuk meningkatkan
kesiapsiagaan masyarakat akan bencana di level optimum. Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan
individu tentang program-program yang dimiliki pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan
bencana, cara terbaik untuk melindungi keluarga dan orang terdekat dalam menghadapi kejadian darurat
serta bagaimana cara mendukung pemerintah sebagai relawan setelah terjadinya bencana. Pemerintah
daerah sebagai peran kunci dalam peningkatan kesiapsiagaan masyarakat di wilayahnya memiliki
beberapa keterbatasan dalam kapasitas keuangan maupun wewenang (Malalgoda dkk., 2010). Zubir &
Amirrol (2011) memberikan alternatif tambahan dalam kerangka pengurangan risiko tersebut melalui
konsep partisipatif masyarakat adaptif. Hal ini mengungkapkan bahwa selain lembaga otoritas bencana,
peran lembaga pendidikan sangat diperlukan sebagai ujung tombak penanaman keterampilan serta
peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam manajemen penanggulangan bencana (Catangui, 2020).

Pelatihan dan Simulasi Bencana

Pelatihan dan simulasi bencana sebagai bagian dari pendidikan kebencanaan yang efektif merupakan
tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya seperti dinas
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pendidikan maupun lembaga pendidikan formal. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam penanggulangan bencana nasional juga telah mengatur
kerangka PRB di lembaga pendidikan melalui Perka BNPB No. 4 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana. Untuk mencapai masyarakat yang tahan dari bencana
diperlukan kerangka kerja penanggulangan bencan non-struktural yaitu peningkatan pengetahuan, sikap
dan tindakan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan bencana anak terdiri dari nilai-
nilai dasar berupa perubahan budaya, berorientasi pemberdayaan, kemandirian, pendekatan berbasis
hak, keberlanjutan, kearifan lokal, kemitraan dan inklusivitas.

Walz (1992) menyatakan bahwa pelatihan bencana harus dilaksanakan dengan keberlanjutan,
berurutan dan terintegrasi. Keberlanjutan yang dimaksudkan merupakan pengaturan secara vertikal
pada kegiatan pembelajaran kebencanaan bagi pendidik maupun peserta didik. Berurutan mendukung
pengembangan peserta didik dari keterampilan dasar menjadi pengetahuan kemudian menuju sikap
tangguh bencana. Integrasi merupakan pengaturan pembelajaran horizontal dimana pendidikan bencana
dapat dilaksanakan secara luas. Tujuan peningkatan kecakapan masyarakat melalui pendidikan mitigasi
bencana terbagi dalam beberapa sasaran (Suhardjo, 2011). Pertama, dengan sasaran anak-anak diharapkan
pelatihan dapat mendorong kecakapan menolong diri sendiri. Kedua, sasaran remaja diharapkan dapat
berpartisipasi aktif dalam PRB. Ketiga, dewasa diharapkan dapat berkoordinasi dengan upaya PRB
pemerintah. Terakhir, pelaku pendidikan seperti guru, wali murid, pengawas, kepala sekolah dan dinas
pendidikan serta tokoh masyarakat diharapkan dapat mendesiminasi usaha PRB.

Lembaga Pendidikan Indonesia

Lembaga pendidikan dalam suatu daerah perlu ikut andil dalam pelaksanaan PRB melalui pelatihan
atau simulasi bencana. Peningkatan pengetahuan masyarakat akan bencana erat kaitannya dengan
jumlah fasilitas lembaga pendidikan yang dimiliki di daerah masyarakat atau rumah tangga tinggal
(Baytiyeh, 2015). Di Indonesia, tata kelola lembaga pendidikan mengalami dekonstruksi sesuai dengan
Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini merupakan dasar
peralihan pengalihan tanggungjawab urusan pendidikan pada pemerinah provinsi maupun pemerintah
kabupaten/kota.

Perubahan kewenangan terjadi pada urusan pendidikan menengah yang semula menjadi
kewenangan pemerintah kabupaten/kota beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi bersama-
sama dengan pendidikan khusus. Hal ini merupakan tindakan resentralisasi yang didasari oleh beberapa
faktor terutama pada pemerataan kualitas pendidikan menengah karena merupakan jenjang untuk
mempersiapkan peserta didik menjadi lebih kompetitif. Kebijakan ini mendapatkan pertentangan dari
beberapa pihak yang kemudian mengajukan keberatan melalui gugatan kepada Mahkamah Konstitusi
(MK). Potensi kreativitas daerah melalui pemerintah kabupaten/kota dikhawatirkan tidak berkembang
dalam mengelola pendidikan menengah (Damayanti, 2017). Namun, gugatan kebijakan tersebut ditolak
oleh MK. Kebijakan otonomi daerah yang berlaku pada urusan pendidikan diharapkan pemerintah
daerah dapat bersungguh-sungguh dalam mengembangkan pendidikan di wilayahnya (Hidayat, 2016).

Gambar 2. Jumlah Lembaga Pendidikan di Indonesia

Sumber: BPS (Potensi Desa 2014), diolah
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Gambar 2 menyajikan tentang jumlah lembaga pendidikan di Indonesia berdasarkan data Potensi
Desa 2014 yang merupakan publikasi dari BPS. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan
dalam pelaksanaan pendidikan tingkat SD/MI Negeri dan Swasta sebesar 173.677 unit dan tingkat SMP/
MTs Negeri dan Swasta sebesar 51.737 unit serta pendidikan anak usia dini dan nonformal. Pemerintah
Provinsi memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pendidikan di tingkat SMA/MA Negeri dan Swasta
sebesar 20.303 unit, tingkat SMK Negeri dan Swasta sebesar 11.255 unit dan pendidikan khusus.
Sementara itu, pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pendidikan tinggi sebesar
4.244 unit.

Lembaga Penanggulangan Bencana Daerah

Implementasi pelatihan dan penyebaran informasi kebencanaan yang diprakasai pemerintah daerah
secara efektif menjadi penting bagi Indonesia yang memiliki kerentanan tinggi akan bencana untuk
meningkatkan resiliensi masyarakat (Mukhlis dkk, 2017). Dalam kaitannya, pemerintah daerah memiliki
peran dan tanggungjawab dalam inisiasi manajemen PRB serta pengembangan resiliensi masyarakat dan
wilayah terdampak (Malalgoda et al., 2010 dan Kusumasari & Alam, 2012). Regulasi terkait bencana
alam di Indonesia yaitu Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana telah mengatur terkait kebijakan tata kelola kelembagaan
bencana ke arah desentralisasi administrasi dengan dibentuk institusi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD). Prinsip dasar dari kebijakan desentralisasi, yakni memberikan kewenangan yang
lebih luas kepada daerah untuk melakukan inovasi. Hal ini juga didukung oleh sebagian besar literatur
menyatakan bahwa desentralisasi akan meningkatkan pelayanan publik yang lebih efisien pemerintahan
sentralisasi (Nazara, 2010).

Desentralisasi kelembagaan memiliki beberapa tujuan dalam PRB, pertama bertujuan untuk
mendorong otoritas dan kapasitas daerah tentang pengetahuan manajemen bencana sesuai dengan tipe
potensi bencana di daerah masing-masing dan pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang sesuai
dengan program PRB seperti peraturan pembangunan infrastruktur dan penggunaan lahan (Garschagen,
2016). Kedua, ketika bencana terjadi di wilayah yang sulit dijangkau, pemerintah daerah memiliki akses
yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah pusat sehingga diharapkan dapat memberikan respon
yang cepat (Ainuddin dkk., 2013). Namun, beberapa penelitian menunjukan desentralisasi menimbulkan
beberapa permasalahan yaitu inisiatif pemerintah daerah rendah pada negara berkembang menyebabkan
ketimpangan kemampuan daerah menjadi penyebab utama lemahnya penerapan desentralisasi sehingga
mempengaruhi kinerja manajemen bencana daerah (Zhanghui & Zhiming, 2011; Scott dkk., 2016).

Sejak tahun 2008, pemerintah kabupaten/kota mulai melakukan pembentukan BPBD di wilayah
mereka dengan mengeluarkan peraturan daerah. Namun hingga 2017, masih terdapat 39 kabupaten/kota
yang belum memiliki BPBD. Hal ini dikhawatirkan upaya PRB tidak berjalan dengan efektif.

belum 2008 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
mermiliki

Gambar 2. Pembentukan BPBD kabupaten/kota berdasarkan Tahun Peraturan Daerah
Sumber: Kemendagri, BNPB, diolah
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METODE
Data

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari pengumpulan data sekunder yang berasal dari
berbagai sumber. Variabel utama dari penelitian ini menggunakan informasi dari kuesioner Susenas
Maret 2017 yang merupakan data dari Badan Pusat Statistik dengan jumlah responden penelitian
sebesar 297.276 rumah tangga. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu fraining yang merupakan
dummy partisipasi anggota keluarga dalam satu rumah tangga pada pelatihan atau simulasi tentang
penyelamatan bencana. Nilai 1 ketika anggota keluarga dalam rumah tangga pernah mengikuti pelatihan
atau simulasi penyelamatan bencana, sedangkan nilai O untuk lainnya.

Variabel independen utama berupa kelembagaan penanggulangan bencana digambarkan dengan
keberadaan lembaga penanggulangan bencana yaitu BPBD pada kabupaten/kota responden rumah
tangga tinggal. Sementara itu, lembaga pendidikan digambarkan oleh jumlah lembaga pendidikan atau
sekolah yang tersedia dalam satu kabupaten/kota. Pengaruh lembaga pendidikan didefinisikan dengan
jumlah institusi pendidikan dasar dan menengah dalam 1 km?2 serta jumlah perguruan tinggi dalam satu
kabupaten/kota responden rumah tangga tinggal. Variabel independen lainnya yang digunakan dalam
penelitian ini dijelaskan dengan rinci pada tabel 2. Variabel independen tersebut menggunakan data
sekunder dari berbagai sumber antara lain BNPB, BPS, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian
Keuangan dan Kementerian Desa PDTT.

Tabel 1. Variabel Independen Penelitian

Variabel Deskripsi

Independen Utama

Lembaga Penanggulangan Bencana Daerah

dummy keberadaan SKPD penanggulangan bencana kab/kota; 1 untuk RT

BPBD yang tinggal di kab/kota yang memiliki BPBD; 0 untuk lainnya.

Lembaga Pendidikan

SDSMP jumlah institusi pendidikan setingkat SD/MI dan SMP/MTs (Negeri dan
Swasta) dibagi dengan luas daratan dalam satu kab/kota.

SMASMK jumlah institusi pendidikan setingkat SMA/MA dan SMK (Negeri dan
Swasta) dibagi dengan luas daratan dalam satu kab/kota.

PT jumlah institusi pendidikan setingkat Akademi/Perguruan Tinggi (Negeri
dan Swasta) dalam satu kab/kota.

Karakteristik Daerah

risk dummy risiko bencana kab/kota; 1 untuk RT yang tinggal di kab/kota yang
berisiko bencana tinggi; 0 untuk lainnya.

PDRB kontribusi PDRB kab/kota terhadap PDB nasional (persentase).

disady dummy klasifikasi daerah tertinggal; 1 untuk RT yang tinggal di kab/kota
yang bukan merupakan daerah tertinggal; 0 untuk lainnya.

desakota dummy klasifikasi tempat tinggal; 1 untuk RT yang tinggal di perkotaan; 0

untuk lainnya.

Karakteristik Rumah Tangga

dummy ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki kepala rumah tangga; 1 untuk
educ kepala rumah tangga yang merupakan lulusan lebih tinggi dari SMA sedera-
jad; dan 0 untuk lebih rendah dari SMA sederajat.

dummy rumah tangga menerima program keluarga harapan; 1 untuk rt yang

PKH tidak pernah menerima PKH; 0 untuk lainnya.
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Metodologi Penelitian

Model pada penelitian ini disusun untuk menentukan pengaruh kelembagaan penanggulangan
bencana daerah dengan pembentukan BPBD Kabupaten/Kota dan lembaga pendidikan terhadap
partisipasi pelatihan atau simulasi kebencanaan rumah tangga di Indonesia. Analisis dalam penelitian ini
menggunakan regresi logistik binari dalam mengestimasi hipotesis pada model. Model logit merupakan
metode regresi probabilitas non linier dimana variabel dependen adalah variabel dummy. Penelitian ini
menggunakan model logit karena memiliki dua kategori dalam variabel dependen. Kategori pertama,
yaitu y=1 untuk menandakan rumah tangga pernah mengikuti pelatihan/simulasi penyelamatan bencana
alam. Kedua, yaitu y=0 untuk menandakan rumah tangga tidak pernah mengikuti pelatihan/simulasi
penyelamatan bencana alam. Dalam menginterpretasikan hasil dari regresi logit ini, penelitian ini
menggunakan odds ratio yang merupakan ukuran kemungkinan suatu kejadian terjadi dan tidak terjadi.
Odds ratio dapat menggambarkan kemungkinan kenaikan berapa kali lipat peluang variabel dependen 1
jika variabel independen beurbah sebesar nilai tertentu. Apabila dibangingkan dengan koefisien logit (j),
odds ratio akan bernilai >1 jika [ positif dan akan bernilai <1 jika  negatif. Berikut model ekonometrika
sederhana dalam penelitian ini.

traini = f0 + B1 bpbdi + B2 sdsmpi + B3 smasmki + 4 pti + p2 kontroldaerahi +
B3 kontrolrumahtanggai + i

Model ini menggunakan tiga spesifikasi ekonometri yaitu model pertama tanpa variabel kontrol,
kedua menggunakan variabel kontrol karakteristik daerah dan yang ketiga ditambahkan dengan
karakteristik rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi model menggunakan metode logit yang digambarkan pada Tabel 2 menunjukan
bahwa terdapat tiga model ekonometrik robust. Model I menggambarkan pengaruh BPBD dan lembaga
pendidikan terhadap pelatihan atau simulasi bencana tanpa variabel kontrol. Model I ditambahkan
dengan variabel kontrol karakteristik daerah berupa risiko bencana, kontribusi PDRB pada PDB
nasional, klasifikasi daerah tertinggal, dan klasifikasi pedesaan atau perkotaan. Model III ditambahkan
karakteristik rumah tangga yaitu pendidikan terakhir kepala rumah tangga dan status kemiskinan melalui
proksi penerima program keluarga harapan (PKH).

Tabel 2. Hasil Regresi Logit dan Odds Ratio

Variabel Logit Odds Ratio

I II 11 I II 111
bpbd 0.3504%**  0.4040%**  0.3949%**  1.4196***  1.4977***  ].4842%**
sdsmp -0.2879%**  -0.2416***  -0.2086***  (.7498***  (.7853***  (.8117***
smasmk L4168***  1.1770%**  1.0304***  4/1239%**  32450%**  2.8022%**
pt 0.0064***  0.0086%**  0.0071***  1.0064***  1.0087***  1.0071***
risk 0.0385 0.0508 1.0392 1.0521
pdrb -0.4030%**  -0.3727*** 0.6682%**  (.6888%**
disadv 0.1144** 0.1163** 1.1212%* 1.1233%*
desakota 0.7275%**  0.6202%** 2.0699%**  1.8593%**
educ 0.8003*** 2.2263%%*
pkh -0.1613%** 0.8509*
cons, -4.59% 4 -5.05%#* -5.09%#* 0.0101***  0.0064***  0.0061***
Pseudo R2  0.0093 0.0230 0.0316 0.0093 0.0230 0.0316
Prob>chi2 ~ 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Catatan: Seluruh hasil regresi logit menghasilkan intersep, namun tidak diinterpretasikan. Interpretasi hasil menggunakan

odds ratio dengan signifikansi * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001.
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Berdasarkan hasil regresi logit, hampir seluruh variabel independen dan kontrol memiliki pengaruh
signifikan terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikasi beragam yaitu 1%, 5% dan 10%,
namun variabel risiko bencana yang dikeluarkan oleh BNPB tidak memiliki signifikansi. Variabel
BPBD, jumlah SMA/SMK sederajat per km2 dalam kab/kota, jumlah perguruan tinggi dalam kab/
kota, klasifikasi daerah tertinggal, klasifikasi pedesaan dan perkotaan serta pendidikan kepala rumah
tangga memiliki pengaruh signifikan positif. Namun jumlah SD/SMP sederajat per km2 dalam kab/kota,
kontribusi PDRB kabupaten/kota, dan status kemiskinan rumah tangga memiliki pengaruh signifikan
negatif.

Variabel kontrol dalam penelitian ini menunjukan hasil yang beragam. Risiko bencana tidak
memiliki hubungan signifikan pada kemungkinan rumah tangga berpartisipasi dalam pelatihan atau
simulasi bencana, hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa risiko tidak
memiliki hubungan signifikan terhadap aktivitas mitigasi bencana (Hidayati, 2013). Variabel kontrol
lainnya memiliki hubungan signifikan. Rumah tangga yang daerahnya bukan termasuk daerah tertinggal
memiliki kemungkinan memperoleh pelatihan atau simulasi bencana sebesar 1,12 kali lipat dibandingkan
dengan daerah tertinggal. Kemudian, rumah tangga yang tinggal di perkotaan 1,85 kali lipat dibandingkan
dengan tinggal di daerah pedesaan serta rumah tangga yang kepala rumah tangga memiliki ijazah/STTB
lebih tinggi dari SMA sederajat sebesar 2,22 kali lipat dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang
memiliki pendidikan lebih rendah dalam kemungkinan memperoleh pelatihan atau simulasi bencana.
Sebaliknya, pdrb daerah yang tinggi dan status kemiskinan rumah tangga memiliki kemungkinan lebih
rendah dalam memperoleh pelatihan atau simulasi bencana.

Pengaruh Lembaga Penanggulangan Bencana Daerah terhadap Partisipasi Pelatihan
dan Simulasi Bencana Rumah Tangga

Hasil output odds ratio pada Tabel 2 didapatkan variabel independen utama BPBD memiliki nilai
sebesar 1.4196 pada model I, 1.4977 pada model II dan 1.4842 pada model III, artinya menggunakan
model II dan II angka ini dapat dimaknai dengan kabupaten/kota yang memiliki BPBD memiliki rumah
tangga yang mendapatkan pelatihan dan simulasi penyelamatan bencana 1,5 lebih besar dibandingkan
kabupaten/kota yang tidak memiliki BPBD. Hal ini sesuai dengan literatur bahwa kelembagaan
penanggulangan bencana daerah dapat mendukung kegiatan PRB pada masyarakat melalui pelatihan
bencana pada masyarakat. Hasil ini juga diperkuat dalam penelitian sebelumnya yang menyatakan
bahwa kelembagaan penanggulangan bencana dapat mendorong terbitnya peraturan di daerah tersebut
yang dapat menciptakan efektivitas dalam aktivitas PRB (Pathirage, Seneviratne, Amaratunga, & Haigh,
2012). Peran pemerintah daerah melalui BPBD sebagai koordinator sangat diperlukan dalam pemenuhan
kebutuhan masyarakat akan penanggulangan bencana melalui pelatihan atau simulasi kebencanaan.

Pengaruh Lembaga Pendidikan terhadap Partisipasi Pelatihan dan Simulasi Bencana
Rumah Tangga

Lembaga pendidikan merupakan salah satu wadah yang sangat tepat dalam membangun kewaspadaan
bagi peserta didik melalui pembelajaran kebencanaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat
Indonesia. Pembelajaran membutuhkan proses yang terintegrasi untuk mencapai tujuan akhir yaitu
perubahan perilaku secara permanen pada peserta didik. Beberapa tahapan pembelajaran dimulai dari
pengetahuan dasar dan penguasaan keterampilan sebelum masuk pada materi yang lebih kompleks
dengan melibatkan aspek kognitif dan psikomotorik secara menyeluruh diperlukan oleh peserta didik
(Walz, 1992). Integrasi pembelajaran kebencanaan diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan
peserta didik dalam menghadapi bencana. Pengetahuan peserta didik ini dapat membentuk budaya siaga
bencana dalam keluarga, sehingga terjadi peningkatan resiliensi rumah tangga akan bencana.

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 2, hubungan lembaga pendidikan terhadap kemungkinan
rumah tangga berpartisipasi dalam pelatihan atau simulasi bencana memiliki hasil yang berbeda tiap
jenjangnya. Cakupan jumlah SMA/SMK sederajat dan Perguruan Tinggi dalam kabupaten/kota memiliki
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pengaruh signifikan positif sementara jenjang pendidikan dasar memiliki hasil yang berlawanan.
Semakin bertambah cakupan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan setingkat SMA/SMK dalam
satu kilometer persegi maka semakin besar kemungkinan rumah tangga berpartisipasi dalam pelatihan
atau simulasi bencana. Saat ini pemerintah telah memiliki fokus dalam PRB di wilayah sekolah pada
jenjang SMA/SMK dengan Sekolah Madrasah Aman Bencana (SMAB). Pengetahuan dan pemahaman
terkait kebencanaan peserta didik setingkat SMA/SMK dapat ditingkatkan melalui literasi geografi dan
aktivitas dalam ruang kelas dalam pendidikan formal (Kamil dkk., 2020). Namun komitmen pemerintah
daerah akan program SMAB di Indonesia masih sangat rendah dilihat dari kebijakan di tingkat daerah
yang mendukung penerapan SMAB di daerah masing-masing.

Hasil pada Tabel 2 juga menunjukan bahwa semakin bertambah jumlah perguruan tinggi maka
semakin besar kemungkinan rumah tangga berpartisipasi dalam pelatihan atau simulasi bencana. Hal ini
mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa peserta didik di jenjang perguruan tinggi di
Malaysia memiliki pengetahuan tentang bencana terkait kesiapsiagaan dan tanggapan berada pada tingkat
memuaskan, hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat pada saat bencana terjadi untuk PRB (Nifa
dkk., 2018). Chen, Yu, & Chen (2012) juga menyatakan bahwa peran lembaga pendidikan di tingkat
kabupaten/kota dapat dilakukan dengan pelaksanaan pelatihan dan pendidikan pencegahan bencana
untuk guru atau yang sering disebut teacher-training program. Sementara itu, lembaga pendidikan
perguruan tinggi diharapkan dapat memperkuat pengetahuan pencegahan dan mempromosikan kesadaran
bencana berbasis sekolah yang diharapkan dapat disebarluaskan ke masyarakat. Praktik pemberdayaan
masyarakat terkait bencana melalui perguruan tinggi telah dilakukan melalui kegiatan Kuliah Kerja
Nyata (KKN).

Namun, hasil penelitian menunjukan hal berlawanan untuk lembaga pendidikan jenjang SD/
SMP sederajat. Semakin bertambah jumlah SD/SMP sederajat dalam satu kilometer persegi maka
semakin kecil kemungkinan rumah tangga berpartisipasi dalam pelatihan atau simulasi bencana. Hasil
ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu penggabungan sekolah dasar dapat meningkatkan
efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran serta motivasi para guru (Setiawati, 2018). Informasi
lain mengungkapkan bahwa setengah dari peserta didik sekolah dasar tidak mengetahui bahwa daerah
mereka termasuk ke dalam daerah yang memiliki risiko tinggi akan bencana dan memiliki informasi
yang kurang tepat terkait bencana (Kirikkaya dkk., 2011). Pengetahuan siswa di tingkat sekolah dasar
akan mitigasi bencana perlu peningkatan yang lebih untuk menghindari dampak yang lebih besar
akan bencana (Pahleviannur, 2019). Pelatihan kepada peserta didik sekolah dasar dapat meningkatkan
pemahaman tentang pentingnya penyelamatan bencana bagi mereka. Indriasari (2018) menekankan
pelatihan penyelamatan bencana atau simulasi pada jenis bencana gempa bumi memberikan pengaruh
positif pada kesiapsiagaan anak. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner pada 31 responden
siswa sekolah dasar.

Saat ini pemerintah telah menyusun beberapa program yang melibatkan lembaga pendidikan
terkait pembelajaran kebencanaan. Program Sekolah Siaga Bencana (SSB) dari jenjang pendidikan
anak usia dini hingga jenjang setingkat SMA/SMK. Susanti dkk. (2014) melakukan penelitian terkait
implentasi SSB pada sekolah dasar rintisan program mendapatkan hasil bahwa SSD dapat meningkatkan
kesiapsiagaan komunitas sekolah dalam menghadapi bencana. Selain itu pemerintah melalui BNPB
juga mengeluarkan pogram Satuan Pendidikan Aman Bencana yang memiliki konsep dan fokus pada
anak-anak agar dapat berpartisipasi secara aktif dengan kapasitasnya masing-masing. Tiga komponen
utama yaitu fasilitas sekolah aman, manajemen bencana di sekolah dan pendidikan pencegahan dan
PRB (Amri, 2017).

Meskipun pemerintah dan lembaga yang bergerak di bidang PRB mengklaim bahwa pengetahuan
tentang kebencanaan telah dimasukan ke dalam kegiatan pendidikan, masih terdapat kesenjangan
pengetahuan peserta didik terhadap pengetahuan bencana (Bramasta, D., & Irawan, 2020 dan Kamil
dkk., 2020). Apabila kegiatan pelatihan hanya dilakukan pada beberapa event tanpa melibatkan semua
komponen dan tahap yang ada, hasil yang maksimal dari pembelajaran sulit untuk tercapai. Semua
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pemangku kepentingan di Indonesia perlu untuk menambahkan kesadaran akan risiko bencana yang
tinggi di Indonesia dengan membangun pelatihan kebencanaan di lingkungan sekolah sebagai landasan
utama dan sumber pengetahuan bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, lembaga pendidikan di Indonesia perlu meningkatkan kepedulian
terhadap aktivitas PRB melalui pelatihan dan simulasi bencana kepada peserta didik terutama pada level
pendidikan dasar. Kegiatan pelatihan bencana pada peserta didik anak diperlukan untuk meningkatkan
kecakapan anak menolong diri sendiri dan sebagai dasar pendidikan anak dalam menghadapi bencana.
Pelatihan kebencanaan di lingkungan sekolah diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pada
tahapan sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana (Bramasta, D.,
& Irawan, 2020). Strategi PRB di lingkungan sekolah dapat dilakukan melalui pegembangan kurikulum
pendidikan bencana dan kolaborasi institusi terkait.

Kurikulum bencana memerlukan beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu pemberdayaan
kelembagaan dan komunitas sekolah, integrasi materi PRB ke dalam intra atau ekstra kurikuler serta
membangun jaringan antar pihak untuk mendukung pelaksanaan kurikulum PRB di sekolah (Honesti
& Dijali, 2012). Konsep pelatihan kebencanaan di lingkungan sekolah dapat berisi beberapa materi
yaitu peningkatan awareness peserta didik akan ancaman bencana, pengetahuan dasar tentang risiko
bencana di lingkungan sekolah dan daerah tempat tinggal, pemahaman jalur evakuasi dan kemampuan
penggunaan alat-alat penyelamatan bencana serta kemampuan menyebarkan informasi kebencanaan
pada orang terdekat. Pendekatan yang digunakan dalam pelatihan kebencanaan di sekolah disesuaikan
dengan jenjang lembaga pendidikan tersebut.

Program pelatihan kebencanaan sebaiknya disajikan berdasarkan karakteristik komunitas, kondisi
geografis dan melibatkan stakeholders yang ada pada lingkungan sekolah. Pelatihan kebencanaan yang
diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah memiliki beberapa tantangan yang akan dihadapi seperti
konsep pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik daerah, membutuhkan waktu yang
lama dalam pengembangan dan penyempurnaan kurikulum, kendala teknis dalam implementasi serta
keberlanjutan di masa yang akan datang (Betty dkk., 2010). Namun, Maknun (2015) mengembangkan
perangkat PMBBKL (Pembelajaran Mitigasi Bencana Berorientasi Kearifan Lokal) yang dikembangkan
dalam pelajaran [PA. Kearifan lokal dalam penerapan pemahaman mitigasi bencana dapat dilaksanakan
dengan komprehensif dan terintegrasi sehingga dalam mengambil suatu keputusan solusi penanggulangan
bencana yang tepat dan sesuai dengan karakteristik daerah.

Kolaborasi antar lembaga juga diperlukan agar program pelatihan bencana dapat dilakukan secara
komprehensifdan terintegrasi bersama-sama dengan pengembangan kurikulum (Bae, 2015). Pengetahuan
dasar kebencanaan dapat diperoleh melalui lembaga penanggulangan bencana daerah dan akademisi.
Sementara itu, lembaga pendidikan dan lembaga terkait lainnya diperlukan sebagai elemen penting
yang memiliki jaringan luas terhadap informasi kedaerahan dan karakteristik masyarakat. Kolaborasi
BPBD, lembaga pendidikan, akademisi dan lembaga terkait lainnya diharapkan dapat mewujudkan
peningkatan penanggulangan bencana yang berkelanjutan serta memanfaatkan sumber daya yang ada di
daerah sebagai wujud optimalisasi PRB.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis kuantitatif yang dilakukan, maka kesimpulan terkait dengan hasil penelitian
memperlihatkan bahwa: (1) kelembagaan penanggulangan bencana daerah berupa keberadaan BPBD di
kabupaten/kota memiliki pengaruh positif signifikan secara statistik terhadap kemungkinan partisipasi
pelatihan dan simulasi bencana rumah tangga; (2) lembaga pendidikan menengah serta perguruan tinggi
di suatu kabupaten/kota memiliki pengaruh positif signifikan secara statistik terhadap kemungkinan
partisipasi pelatihan dan simulasi bencana rumah tangga, namun lembaga pendidikan dasar yang
digambarkan melalui proksi jumlah SD/SMP pada kabupaten/kota per km2 memiliki pengaruh negatif
secara statistik terhadap kemungkinan partisipasi pelatihan dan simulasi bencana rumah tangga. Hasil
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ini menunjukan bahwa manajemen penanggulangan bencana di Indonesia memerlukan peran BPBD
di tingkat daerah dalam upaya PRB di level masyarakat. Intervensi pemerintah daerah melalui BPBD
dalam penyediaan fasilitas yang berkaitan dengan kebencanaan diperlukan akibat besarnya kemungkinan
dampak yang dirasakan akibat bencana. Selain itu peningkatan jumlah lembaga pendidikan di level SMA/
SMK dan perguruan tinggi serta penggabungan lembaga pendidikan menengah akan meningkatkan
kemungkinan partisipasi pelatihan dan simulasi bencana rumah tangga. Peran pemangku kepentingan
pendidikan seperti peserta didik, pendidik dan profesional lainnya, orang tua, organisasi non-pemerintah
juga diperlukan dalam meningkatkan aktivitas PRB di masyarakat.
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